
  
 

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 42 TAHUN 1981 

TENTANG 
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang : a. bahwa masalah fakir miskin adalah merupakan masalah nasional yang 

harus ditanggulangi secara terus menerus dan bertahap; 
b. bahwa salah satu usaha untuk menanggulangi fakir miskin adalah 

dengan memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin; 
c. bahwa karena hal-hal tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan 
Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor : 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) perlu mengatur 
pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin dalam Peraturan 
Pemerintah; 

 
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 

1945; 
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039); 

 
MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAYANAN 
KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan : 
1. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata 

pencaharian dan tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan 
pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber 
mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok yang layak 
bagi kemanusiaan. 

2. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah setiap upaya, 
program, dan kegiatan yang ditujukan untuk memulihkan, membina, dan 
mengembangkan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin. 

3. Dana Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin adalah semua dana yang 
berujud uang dan atau barang yang berasal dari masyarakat dan sumber-
sumber lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesejahteraan sosial bagi 
fakir miskin. 

4. Bantuan Sosial adalah bantuan yang sifatnya sementara yang diberikan 
kepada fakir miskin, dengan maksud agar mereka dapat meningkatkan 
kehidupannya secara waj ar. 

5. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses refungsionalisasi dan 
pengembangan untuk memungkinkan fakir miskin mampu melaksanakan 
fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. 

6. Menteri adalah Menteri Sosial. 
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BAB II 

PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN 
 

Pasal 2 
(1) Fakir Miskin berhak mendapatkan pelayanan kesejahteraan sosial. 
(2) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) meliputi : 
a. bantuan sosial; 
b. rehabilitasi sosial. 
 

Pasal 3 
(1) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a 

diberikan kepada fakir miskin dengan maksud agar mereka dapat 
berusaha meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. 

(2) Jumlah, tatacara, dan pelaksanaan pemberian bantuan sosial 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
 

Pasal 4 
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b 

dilaksanakan terhadap fakir miskin dengan maksud agar mereka mampu 
melaksanakan dan mengembangkan fungsi sosialnya dalam kehidupan 
masyarakat. 

(2) Rehabiltasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha seleksi, 
pembinaan, pengembangan, dan pembinaan lanjutan. 

 
Pasal 5 

(1) Usaha seleksi dimaksudkan untuk dapat menetapkan jenis pembinaan terhadap 
fakir miskin di dalam rehabilitasi. 

(2) Usaha seleksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi kegiatan 
kegiatan antara lain : 
a. identifikasi; 
b. wawancara.   

 
Pasal 6 

Usaha pembinaan dimaksudkan untuk membina kemampuan fakir miskin agar 
dapat berperan meningkatkan kesejahteraannya. 
 

Pasal 7 
Usaha pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi kegiatan antara 
lain : 
a. pembinaan kesadaran berswadaya; 
b. pembinaan mental; 
c. pembinaan fisik; 
d. pembinaan ketrampilan; 
e. pembinaan kesadaran hidup bermasyarakat. 

 
Pasal 8 

Fakir miskin yang telah selesai menjalani pembinaan dikembangkan 
kemampuannya untuk berusaha sendiri agar dapat meningkatkan taraf 
kesejahteraan sosialnya. 
 

Pasal 9 
Dalam melaksanakan usaha pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, 
Menteri dapat memberikan bantuan permodalan. 
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Pasal 10 

(1) Terhadap fakir miskin yang telah selesai direhabilitasi dan telah 
berusaha sendiri di tengah-tengah masyarakat diikuti dengan 
pembinaan lanjutan. 

(2) Pembinaan lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi 
kegiatan antara lain : 
a. pengawasan; 
b. bimbingan. 

(3) Pelaksanaan pembinaan, lanjutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
dan ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri. 
 

BAB III 
PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN  

OLEH MASYARAKAT 
 

Pasal 11 
(1) Pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin oleh masyarakat 

diselenggarakan oleh organisasi sosial maupun perseorangan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi usaha bantuan 
sosial dan rehabilitasi sosial. 

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
pasal ini diatur oleh Menteri. 
 

Pasal 12 
(1) Organisasi sosial yang menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial 

bagi fakir miskin dapat diberikan bantuan atau subsidi. 
(2) Jenis, jumlah, tatacara, dan syarat-syarat pemberian bantuan atau subsidi 

diatur oleh Menteri. 
 

Pasal 13 
Menteri atau pejabat yang ditunjuk berwenang sewaktu-waktu melakukan 
pemeriksaan tentang pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin 
yang dilakukan oleh organisasi sosial. 
 

Pasal 14 
Menteri dapat mengambil tindakan terhadap pengurus organisasi sosial 
maupun terhadap perseorangan yang menyelenggarakan pelayanan 
kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang menyimpang dari tujuan atau tidak 
memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB IV 
DANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI FAKIR MISKIN 

 
Pasal 15 

(1) Untuk kepentingan pelaksanaan kesejahteraan sosial bagi fakir miskin, 
Menteri dapat mengusahakan pengumpulan dana kesejahteraaan sosial 
bagi fakir miskin yang berasal dari masyarakat dan dana-dana 
kesejahteraan sosial lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

(2) Tatacara pengumpulan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin 
yang berada pada dan berasal dari masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Menteri. 

(3) Penerimaan dana kesejahteraan sosial bagi fakir miskin yang berasal 
dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan 
secara tertulis kepada Menteri Keuangan. 
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